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ABSTRACT

In the wake of 9/11 attack, public opinion was essential for the securitization process of
terrorism in waging war on Afghanistan and Iraq. This research aims to find out the political
communication strategy carried out by the U.S. government to manipulate the news agenda to
spread its propaganda. By using descriptive qualitative research method, researcher found that
media and information management were being used for the sake of media agenda setting to
form the expected collective opinion. The importance of maintaining credibility before an interna-
tional audience became an obstacle to the U.S. government in regulating the circulation of in-
formation through mass media with international transmissions, such as CNN. As a result, its
political communication strategy was only effective to affect the U.S. citizens.
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Isu terorisme bukan merupakan suatu isu
baru. Terorisme bahkan telah digunakan pada
masa pendudukan kekaisaran Roma di Israel
ketika abad ke-4 sebelum masehi, menyalib
dua ribu orang-orang Yahudi pemberontak
sebagai contoh ganjaran bagi mereka yang
berkeinginan untuk memberontak kembali.
Aksi tersebut merupakan penggunaan teror
pertama dalam perang yang tercatat dalam
sejarah (Chaliand dan Blin, 2007:3). Seiring
berkembangnya zaman, penggunaan
terorisme pun mulai tumbuh dan berkembang
di berbagai wilayah di dunia. Seperti terorisme
oleh kelompok Assassins atas dasar ideologi
keagamaan di Timur Tengah pada tahun
1090-an, terorisme bangsa Mongolia terhadap
penduduk di wilayah-wilayah yang akan
didudukinya pada tahun 1200-an, terorisme

oleh pemerintah Prancis pada tahun 1793-

1794 (yang mana mengawali pemahaman
tentang istilah terorisme itu sendiri), terorisme
anarkisme pada abad ke-19, hingga dimu-
internasional

lainya pergerakan terorisme

dengan latar belakang nasionalisme pada
akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang
kemudian mendorong lahirnya Perang Dunia
Pertama.

Namun, pasca serangan terorisme pada
2001

dengan peristiwa 9/11, isu terorisme seakan

11  September silam atau dikenal
dipahami sebagai sebuah isu baru yang be-
lum pernah terjadi dalam kehidupan manusia.
Berbagai media massa yang meliput berhasil
membuatnya sebagai isu yang paling memat-
ikan, paling berbahaya, dan paling banyak
memakan korban. Peliputan itu pun disiarkan
selama berhari-hari sembari menunggu klaim
untuk kejelasan kasus lebih lanjut. Terlebih,
ketika Presiden George W. Bush memutuskan

untuk menanganinya dengan cara yang



ekstrim, yaitu perang. Urgensi penanganan
dengan tindakan yang mengejutkan itu tentu
menghasilkan atmosfer yang berbeda dari
kasus-kasus lainnya. Keputusan untuk
melakukan sekuritisasi, ditambah peran me-
dia dalam mendramatisir keadaan mampu
mengonstruksi terorisme sebagai ancaman
keamanan negara yang jika tidak segera diat-
asi, kelangsungan hidup manusia tidak akan
dapat terselamatkan.

Mengonstruksi kembali suatu isu dalam
berarti

justifikasi pelaksanaan tindakan luar biasa

konteks sekuritisasi mengupayakan
atau tindakan kontroversial yang berada diluar
hukum. Pelaksanaan tindakan diluar hukum
tentu cenderung mendapat pertentangan dari
masyarakat karena dikhawatirkan malah akan
merugikan mereka sendiri. Menyadari elit
pemerintah suatu negara demokrasi tidak bisa
memaksakan kehendaknya, maka memanipu-
lasi pikiran publik akan menjadi cara yang
efektif untuk dilakukan. Dari hal ini, terlihat
bahwa darurat-tidaknya suatu isu untuk di-
tangani dengan segera tidak bergantung dari
seberapa besar kerugian yang ditimbulkan,
namun seberapa mampu suatu aktor men-
gonstruksinya sebagai sebuah ancaman da-
rurat.

Dalam isu terorisme 9/11, konstruksi
tersebut dilakukan dengan bantuan dari lipu-
tan-liputan media massa. Dengan segala lipu-
tan positif yang membenarkan dan men-
dukung pelaksaan perang terhadap Afghani-
stan dan Irak sebagai bagian dari agenda War
on Terror, media massa yang mana seha-
rusnya dapat bersikap apolitis seakan terlihat
berada dibalik kepentingan pemerintah. Me-
dia-media massa Amerika Serikat seakan ter-
lihat turut mendorong pemahaman bahwa

terorisme merupakan aksi kekerasan yang

dilakukan aktor non-negara untuk menyerang
masyarakat sipil. Padahal, jika mengacu pada
sejarah, terorisme pernah digunakan oleh elit
yang berkuasa kepada masyarakatnya dan
bahkan dilakukan sebaliknya, yaitu oleh
masyarakat sipil kepada elit pemerintah atau
keluarga kerajaan. Jika terorisme hanya
mengacu pada aktor non-negara, tidak seha-
rusnya Irak yang dipimpin Saddam Hussein
dituduh sebagai negara yang mensponsori
tindak terorisme (state-sponsored terrorism)
membantu Al Qaeda dalam melakukan se-
rangan pada 11 September 2001 lalu.

Atas dasar tersebut, dapat dikatakan
bahwa tidak ada definisi yang pasti mengenai
teroris dan terorisme. Ketika keputusan ber-
perang melawan terorisme diumumkan pada
akhirnya memicu tanda tanya terkait siapa
yang seharusnya diperangi. Hal itu sehub-
ungan belum diketahuinya secara pasti
pelaku dari aksi 9/11, baik tergabung ke da-
lam suatu organisasi atau sebaliknya, meru-
pakan tindakan lone wolves semata. Pada
dasarnya, suatu aksi dapat dikatakan sebagai
aksi terorisme jika pelaku merupakan bagian
dari suatu organisasi rahasia yang bertujuan
untuk melakukan teror demi kepentingan poli-
tik. Sehingga, pemahaman terorisme itu
sendiri sebenarnya dipertanyakan. Sebelum
latar belakang pelaku diketahui, tidak semes-
tinya istilah tersebut digunakan. Sehingga,
mengumumkan akan melakukan perang ter-
hadap terorisme akan memunculkan pertan-
yaan terkait aktor yang dikatakan teroris.

Secara mengejutkan klaim datang dari
pemerintah yang mengatakan bahwa Al
Qaeda merupakan aktor yang berada dibalik
9/11 beserta Irak yang diketahui juga mem-
bantunya. Padahal, bukti kuat yang mengarah

pada keterlibatannya tidak ditemukan. Meski



demikian, pada akhirnya perang pun dapat
berjalan. Berjalannya perang tersebut juga
terlihat atas kontribusi media massa arus
utama Amerika Serikat yang ikut mengkam-
panyekan dukungan kepada pemerintah yang
mana kemudian mampu membentuk opini
publik untuk menyetujui perang.

Di negara demokrasi, media massa
merupakan suatu kunci karena dapat ber-
peran menghancukan atau mencegah ter-
jadinya totalitarianisme dan menjaga sistem
demokrasi itu sendiri agar tetap berjalan
dengan baik. Sehingga, media massa dalam
suatu negara demokrasi seharusnya dapat
berperan sebagai perantara yang dapat
memberi edukasi kepada masyarakat agar
tidak mudah termanipulasi dan juga sebagai
pengawas kinerja pemerintah agar bersama-
sama dapat menjalankan perannya masing-
masing demi kepentingan bersama. Namun,
fakta bahwa media-media massa arus utama
Amerika Serikat turut melakukan kampanye
perang di tengah-tengah skeptisisme terkait
pelaku 9/11, menunjukkan bahwa perannya
dalam masyarakat tidak lagi sebagai suatu
pengamat peristiwa yang apolitis, melainkan
sebagai alat politik pemerintah yang memban-
tu menggiring opini masyarakat untuk berpikir
sesuai yang dikehendaki. Ketika media-media
massa arus utama bahkan memiliki tendensi
politik tertentu, khususnya tendensi politik
yang serupa dengan pemerintah, bukan hal
yang mengejutkan jika pada akhirnya mayori-
tas masyarakat juga akan terdorong untuk
mendukung pemerintahnya, sekalipun bersifat
kontroversial dalam lingkungan internasional.
Sehubungan dengan

publik

terorisme 9/11 dapat berjalan, penelitian ini

kepentingan mem-

peroleh  opini agar sekuritisasi

akan meneliti strategi yang dilakukan

pemerintah Amerika Serikat dalam me-
manipulasi opini publik untuk menerima klaim-
klaim yang dilontarkan melalui media massa
arus utamanya dalam rumusan masalah,
‘Bagaimana pemerintah Amerika Serikat
melakukan konstruksi opini publik dalam
upaya sekuritisasi terorisme 9/11 melalui me-
dia massa arus utamanya dari tahun 2001

hingga 20037?”.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi permasalahan
pada strategi komunikasi politik yang dil-
akukan pemerintah Amerika Serikat demi
membentuk opini publik dalam upaya sekuriti-
sasi terorisme melalui media massa arus
utamanya pasca persitiwa 9/11 dari tahun
2001 hingga 2003. Penelitian ini akan ber-
fokus pada tiga portal berita kabel arus utama
Amerika Serikat, yaitu FOX News, CNN, dan
MSNBC (Big Three).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan proses sekuritisasi terorisme
yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat
melalui media massa pasca peristiwva 9/11
dari tahun 2001 hingga 2003 yang secara te-
oritis akan bermanfaat sebagai bahan pem-
belajaran untuk memperkaya wawasan
berkaitan dengan strategi komunikasi politik
demi menjalankan suatu upaya sekuritisasi.
Sedangkan, manfaat praktis yang akan di-
peroleh adalah dapat meningkatkan pema-
haman terkait upaya pembentukan opini pub-

lik internasional dengan menerapkan strategi

komunikasi politik melalui media massa
dengan transmisi internasional bagi para
akademisi. Sedangkan bagi masyarakat



secara umum, penelitian ini akan membantu

memberi pemahaman terkait upaya
pemerintah dalam memengaruhi pemikiran
melalui media massa ini diharapkan dapat
lebih waspada terhadap kontrol informasi
yang dilakukan dan berusaha mencari infor-
masi alternatif agar terhindar dari upaya prop-

aganda.

2. KAJIAN PUSTAKA

Dari hasil temuan dalam penelitian ini,
ditemukan adanya upaya sensor terhadap
yang
pemerintah Amerika Serikat dianggap mem-

informasi-informasi  tertentu bagi
bahayakan, karena diyakini memiliki maksud
menghasut masyarakat dunia untuk turut
melakukan serangan serupa. Padahal, bagi
beberapa pihak informasi tersebut dipandang
perlu untuk diketahui publik agar mengetahui
motif dari serangan dan menghindari adanya
propaganda. Berdasarkan hal ini, peneliti
menemukan penelitian yang memiliki per-
hatian serupa terkait pemanfaatan media da-
lam membantu konstruksi pikiran masyarakat.
Lance Bennett (1990) dalam penelitiannya
,“Towards a Theory of Press-State Relations
in The United States’, menemukan bahwa
media massa Amerika Serikat memang mem-
iliki kecenderungan untuk bergantung pada
pejabat pemerintahan sebagai dasar dari in-
formasi yang dipublikasikannya. Berdasarkan
hasil penelitiannya, ditemukan bahwa hub-
ungan tersebut dilandasi atas hubungan
transaksional atau hubungan simbiotik yang
saling menguntungkan satu sama lain, yakni
terfasilitasinya kebutuhan untuk mengasah
kemampuan para politisi dalam pembuatan
berita dan dapat memberi suplai informasi
yang stabil bagi korporasi media. Bennett juga

menemukan bahwa hubungan yang terjalin

antara jurnalis dengan media juga men-
imbulkan adanya suatu monopoli berita oleh
pejabat pemerintah yang memicu adanya
sensor terhadap informasi-informasi tertentu.
Namun, sensor yang dilakukan diklaim se-
bagai suatu keputusan profesional dari media
dalam menentukkan informasi yang dirasa
pantas untuk diterima publik. Selain itu,
persetujuan untuk memberi kesempatan pe-
jabat pemerintah untuk memonopoli berita
dilihat sebagai upaya media dalam bersikap
demokratis karena menyadari eksistensi
pemerintah yang memang pada dasarnya
merupakan perwakilan dari rakyat (Bennett,
1990: 103).

Bennett memahami bahwa posisi media
yang sejalan dengan pemerintah dapat dilihat
dari adanya pemberitaan yang terindeks. In-
deks berita dimaksudkan sebagai suatu pe-
doman dalam mengemas berita, yaitu terkait
topik mana yang pantas muncul ke per-
mukaan dan topik mana yang kemudian perlu
ditutup. Mengindeks berita dapat mengalihkan
perhatian publik untuk berfokus pada isu yang
Indeks berita di

atas

telah ditentukan. Amerika
Serikat

pemerintahan yang digelar. Ketika suatu isu

didasari perdebatan resmi
tidak lagi menjadi perdebatan, maka media
tidak dapat membuka kembali isu tersebut
untuk dibawa ke publik karena adanya
dorongan pemerintah untuk membuat media
berfokus pada isu lain yang menjadi topik
perdebatan selanjutnya. Sehingga, upaya in-
deks berita tersebut mencerminkan adanya
suatu monopoli media oleh pemerintah
Amerika Serikat.
Pemahaman mengenai adanya upaya
mengindeks berita dalam memahami hub-
ungan yang berjalan diantara media dan

pemerintah juga disadari Yusuf Yiksel (2013)



dalam penelitiannya "An Analysis of The Me-
dia and Government Relationship”. Yuksel
menemukan bahwa media cenderung menjadi
pendukung kebijakan pemerintah ketika ter-
dapat konsensus antarelit terhadap suatu isu
(Yuksel, 2013:62). Selain itu, Yiksel juga
menemukan bahwa hegemoni, propaganda,
dan model cascade memengaruhi terjalinnya
hubungan media dengan pemerintah. Dalam
pendekatan hegemoni, media dipahami mem-
iliki kecenderungan untuk memberitakan in-
formasi-informasi yang tidak bersifat ambigu,
yakni informasi yang terlihat sebagai kebena-
ran atau fakta (Yiksel, 2013:63). Informasi
yang dianggap kebenaran atau fakta tersebut
adalah informasi yang lahir dari wacana ke-
lompok dominan. Sehingga, kelompok-
kelompok dominan tersebut memiliki akses
istimewa terhadap media untuk memengaruhi
pemikiran publik lewat pemberitaannya.
Sementara itu, dalam pendekatan propa-
ganda, hubungan media dan pemerintah
dipahami terjalin akibat adanya penyesuaian
ideologi untuk menghindari adanya pergo-
lakan karena menjaga keharmonisan hub-
ungan akan

dengan pemerintah

menguntungkan media secara ekonomi
sehubungan dengan perannya atas media
sebagai penyuplai informasi mentah yang
stabil. Sedangkan pendekatan model cascade
melihat hubungan media dan pemerintah ter-
jadi akibat adanya penyesuaian skema bu-
daya yang berkaitan dengan nilai-nilai dan
keyakinan masyarakat agar dapat mencip-
yang
pemerintah, media, dan opini publik. Jalinan

takan hubungan selaras diantara

hubungan itupun bagi Yuksel yang melatarbe-

lakangi kesuksesan sekuritisasi terorisme
pasca 9/11, yang mana pemerintah Amerika

Serikat berupaya untuk menekankan nilai-nilai

patriotisme dan nasionalisme melalui media
ke hadapan publik agar keputusan untuk me-
nyelenggarakan perang terhadap Afghanistan
dan Irak dapat terlaksana. Adanya kes-
esuaian nilai dan keyakinan ini kemudian
membuat media bersedia untuk menjadi in-
strumen bagi pemerintah Amerika Serikat un-
tuk mendukung kebijakan perang demi kea-
manan negara.

Berdasarkan dua penelitian di atas, dapat
dipahami bahwa menjalin hubungan dengan
media demi kepentingan politik adalah hal
yang dapat dilakukan bagi mereka yang mem-
iliki kekuasaan dominan dalam suatu sistem
masyarakat. Kemampuan menyesuaikan nilai-
nilai yang dimiliki dengan korporasi media
akan memudahkan aktor untuk memanfaat-
kan media sebagai alat politik yang dapat
mendorong publik untuk mendukung ke-
bijakan pemerintah. Berkenaan dengan persi-
tiwa 9/11, penelitian ini akan meneliti lebih
jauh terkait bagaimana upaya yang dilakukan
pemerintah Amerika Serikat dalam menjalin
hubungan tersebut demi kepentingan sekuriti-
sasi terorisme agar dapat mendorong publik
menyetujui keputusan menjalankan perang

terhadap Afghanistan dan Irak.

3. METODELOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuali-
tatif deskriptif yang akan memaparkan detil
proses sekuritisasi terorisme melalui media
berita kabel arus utama Amerika Serikat pas-
ca 9/11.



3.2 Sumber Data

Sebagian besar sumber data yang
digunakan penelitian ini berasal dari artikel-
artikel yang diunduh dari internet. Peneliti juga
menggunakan tesis, berita dan buku yang
tersedia secara online dalam melengkapi dan

mendukung argumen dalam penelitian ini.

3.3 Level Analisis
Penelitian ini menggunakan level analisis
Serikat.

menganalisis keputusan Amerika Serikat da-

negara, vyaitu Amerika Peneliti
lam melakukan sekuritisasi terorisme dengan
memanfaatkan media-media berita kabel arus
utama milik Amerika Serikat dalam mengkon-

struksi pemahaman publik terkait isu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data
teknik

literatur.

Penelitian  ini  menggunakan
pengumpulan data dokumentasi
Teknik pengumpulan data yang digunakan
peneliti melibatkan pengumpulan dan analisis
data sekunder dari jurnal ilmiah, buku, tesis,

berita daring, dan sebagainya.

3.5 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini

adalah dengan melalui kegiatan
penyuntingan, pengkodean, analisis, dan in-

terpretasi.

3.6 Teknik Penyajian Data

Penelitian ini disajikan dalam bentuk
narasi. Teknik penyajian data yang dilakukan
adalah penyajian data tematik yang mana
pembahasan akan dipaparkan dalam bebera-

pa tema.

4. KONSTRUKSI OPINI PUBLIK
SEKURITISASI TERORISME 9/11
PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT
MELALUI MEDIA MASSA

4.1 Sentimen Perang Afghanistan dan

Irak
Dalam pidato yang disampaikan pada 20

September 2001,

memulai agenda perang melawan terorisme

Bush menyatakan akan

dengan melakukan penyerangan terhadap Al
Qaeda yang mana dikatakan berada dibalik
serangan 9/11. Pada 25 September 2001,
Donald Rumsfeld, Menteri Pertahanan Ameri-
ka Serikat telah

penyerangan terhadap Taliban di Afghanistan

menyepakati bahwa
yang diklaim menyembunyikan keberadaan
Osama bin Laden akan dilaksanakan pada 7
Oktober 2001 (History, 1/2/2019). Sentimen
anti-Muslim atau Islamofobia dan xenofobia
menjadi semakin menguat, khususnya dalam
kehidupan masyarakat Amerika Serikat (His-
tory, 1/2/2019). Terlebih, dalam pidato pada
16 September 2001 Bush bahkan pernah me-
nyebut kampanye perangnya sebagai suatu
perang salib yang menunjukkan adanya
niatan untuk membuat perang sebagai
pertikaian antara umat Kristiani dengan Mus-
lim, mengingat Osama bin Laden juga beru-
paya
masyarakat Muslim dunia untuk ikut mem-

menarik simpati dan dukungan
benci Amerika Serikat.

Upaya konstruksi opini untuk dapat
melihat perang Afghanistan bukan sebagai
perang melawan Islam dan Muslim menjadi
sulit untuk dilakukan ketika Al Jazeera, portal
berita negeri Qatar, menampilkan sisi lain dari
pelaksanaan perang yang mencoreng nama
baik Amerika Serikat di mata dunia, seperti

tayangan korban-korban sipil yang berjatu-



han, kehancuran yang ditimbulkan, serta kem-
iskinan masyarakat Afghanistan. Hal itu pun
meyakinkan masyarakat Muslim bahwa kepu-
yang
pemerintahan Bush sebagai cara menjamin

tusan  berperang dikampanyekan
perdamaian dari ancaman terorisme tidak
akan dapat menyelesaikan permasalahan,
malah akan menambah permasalahan baru.
Ditambah lagi, muncul kabar bahwa Richard
Bush

sempat memberi desakan untuk menemukan

Clarke, penasihat khusus presiden,

keterkaitan antara Saddam Hussein dengan
aksi 9/11 tersebut meski telah berulang kali
meyakinkan bahwa keterkaitan tesebut tidak
pernah ada (Ratnesar, 25/3/2004). Kasus su-
rat antraks yang kemudian muncul dijadikan
kesempatan untuk menjustifikasi
penyerangan terhadap Saddam Hussein. In-
vestigator Amerika Serikat mengklaim bahwa
Irak memiliki teknologi dengan kapabilitas
yang cukup untuk dapat mengubah bakteri
antraks menjadi senjata mematikan dalam
bentuk  bubuk (Rose
14/10/2001). Atas dasar tersebut,

tuduhan kepemilikan senjata nuklir

dan  Vulliamy,

muncul
yang
kemudian membuat Irak menerima klaim se-

bagai ancaman bagi perdamaian dunia.

4.2 Strategi Komunikasi Pelaksanaan

Perang
4.21 Manajemen Informasi dalam
Perang Afghanistan

Kekhawatiran terhadap tayangan wa-

wancara Osama bin Laden bersama Al
Jazeera pada 7 Oktober 2001 yang mengajak
umat Muslim di dunia untuk melakukan hal

serupa terhadap Amerika Serikat dan ali-

ansinya menjadi alasan pemerintah Amerika
Serikat mendorong media-media berita arus
utama seperti CNN, NBC, FOX News, CBS,
dan ABC untuk tidak menyiarkan kembali
siaran rekaman itu tanpa melalui proses
penyuntingan terlebih dahulu dalam panggilan
konferensi yang diselenggarakan Condoleez-
za Rice pada 10 Oktober 2001. Kelima portal
berita tersebut telah menyatakan kesediaann-
ya untuk melakukan sensor. FOX News dan
MSNBC, yang mana merupakan bagian dari
jaringan berita NBC yang secara khusus
meliput isu-isu politik, memutuskan untuk tid-
Se-

dangkan, portal berita lainnya hanya menam-

ak menayangkannya sama sekali.
pilkan sebagian dari rekaman atau sebatas
melakukan parafrase (Hart dan Ackerman,
2/3/2002).

Eksistensi Al Jazeera semakin disadari
menjadi ancaman bagi citra pemerintah
Amerika Serikat ketika pada saat perang di
Afghanistan berlangsung tayangan-tayangan
yang dihadirkan lebih banyak menyoroti
korban-korban sipil yang ditimbulkan. Al
Jazeera pada dasarnya merupakan satu-
satunya portal berita yang mendapat akses
untuk meliput pemberitaan secara langsung di
Afghanistan oleh Taliban. Sehingga, ketika
pemberitaan yang dihadirkan merupakan
pemberitaan dari sisi kemanusian, seperti li-
putan korban sipil, media lain yang menjalin
hubungan kerjasama pertukaran konten berita
dengannya, yaitu CNN dan ABC akan turut
memasukkan liputan tersebut pada agenda
pemberitaan.

Selama pelaksanaan perang disadari
korban-korban sipil yang ditimbulkan akan
menjadi kontroversi di kalangan masyarakat
internasional, khususnya

bagi kalangan

masyarakat Arab. Seperti pada peristiwa



pembunuhan massal yang terjadi di Kandahar
di masa perang Afghanistan berlangsung pa-
da 23 Oktober 2001. Berdasarkan penuturan
Pentagon pada ABC, serangan tersebut
merupakan serangan tidak disengaja yang
mana pada akhirnya mengakibatkan 122 war-
ga sipil tewas. Menganggapi hal itu, media-
media Amerika Serikat memutuskan untuk
melakukan sensor mandiri dengan hanya
menampilkan korban-korban dengan kondisi
yang tidak begitu parah. Sedangkan, dalam
liputan asli Al Jazeera korban-korban yang
ditayangkan mulai dari anak-anak kecil
dengan luka yang sangat parah hingga orang-
orang yang berusaha menggali makam untuk
mayat-mayat yang ada (Azran, 2010:49).

Di masa perang meliput pemberitaan
yaang dapat menantang kredibilitas militer
Amerika Serikat bagi pers seakan sebagai
2002:55).

Rumsfeld berulang kali menekankan pada

suatu hal yang tabu (Zelizer,
pidato-pidatonya bahwa kebenaran merupa-
kan sesuatu yang berharga sehingga perlu
baik.

mengungkap informasi rahasia tidak hanya

untuk dijaga dengan Berupaya
berbahaya bagi negara, namun juga berten-
tangan dengan hukum (Bumiller, 7/10/2001).
Atas hal tersebut, selama perang berlangsung
di Afghanistan, portal-portal media massa
Amerika Serikat sepakat untuk menyensor
liputan-liputan yang berkaitan dengan pem-
bunuhan terhadap masyarakat sipil (Azran,
2010:44).

Meski demikian, upaya manajemen infor-
masi yang dilakukan tersebut hanya berlaku
pada media massa Amerika Serikat karena
CNN sebagai portal berita dengan transmisi
internasional tidak dapat turut sepenuhnya
pada manipulasi pemerintah. Pada dasarnya,
target utama dari

upaya propaganda

epemrintah Amerika Serikat adalah masyarkat
Arab, karena menyadari efek pasca perang
yang ditimbulkannya akan menumbuhkan
kebencian masyarakat Muslim dunia. Demi
menjaga kredibilitasnya di mata dunia, CNN
merasa perlu menghadirkan
Maka,

dorongan dan kritik yang dilayangkan kepa-

pemberitaan
secara objekiif. meski dorongan-
danya, CNN tidak dapat menyebar propagan-
da pemerintah ke hadapan audiens inter-
nasional, terutama kepada masyarakat Arab.
Pada akhrinya, CNN pun memutuskan utnuk
melakukan sensor hanya daam siaran lokal
terhadap masyarakat Amerika Serikat semata
dan membiarkan siaran-siaran kemanusiaan
yang berpotensi mencoreng citra pemerintah
Amerika Serikat untuk tetap disiarkan ke
hadapan audiens
2010:64).

internasionalnya (Azran,

4.2.2 Manajemen Media dalam Rencana
Pelaksanaan Perang Irak

Dengan bantuan jasa humas Rendon
Group yang dikontrak sebesar $397.000 oleh
Pentagon, informasi yang berkenaan dengan
rencana perang selanjutnya pun disusun (Sil-
7/10/2001). Bush

berupaya melakukan propaganda yang dapat

verstein, Pemerintahan
membuat Saddam Hussein memiliki keterkai-
tan dengan peristiwa 9/11. Humas dapat ber-
peran dalam mengatur kehadiran ke hadapan
media sehingga dapat menjadi fokus pember-
itaan yang akan mengonstruksi pemikiran au-
diens untuk meyakini keterlibatan tersebut.
Rendon Group merupakan firma humas
rahasia yang berbasis di Washington. Sebe-
lumnya, pemerintah Amerika Serikat pernah
menggunakan jasanya pasca Perang Teluk

untuk menggulingkan jabatan Saddam Hus-



sein di Irak. CIA bahkan dikabarkan menge-
luarkan dana hingga $23 juta untuk melancar-
kan kampanye yang dapat memperburuk citra
Saddam Hussein di mata dunia sekaligus
membangun dukungan internasional untuk
memberi sanksi ekonomi kepada Irak. Ren-
don Group dikenal sebagai firma humas
dengan banyak catatan keberhasilan yang
diraih dalam mempopulerkan isu untuk men-
jadi fokus pemberitaan di media-media massa
dunia. Bahkan diketahui memiliki pengalaman
bekerjasama dengan berbagai perusahaan di
lebih dari 80 negara. Profesionalitas yang di-
miliki telah terbukti mampu mengantarkan
kesuksesan ekonomi kepada para kliennya.
John Rendon

Atas prestasinya tersebut,

selaku pendiri Rendon Group pun mulai
dikenal sebagai pria paling berpengaruh di
dunia (Silverstein, 7/10/2001). Hal itulah yang
membuat pemerintah Amerika Serikat kembali
memercayakan Rendon Group untuk me-
nyusun strategi komunikasi.

Dalam melakukan manajemen medianya,
Rendon Group merangkai profil kelompok
oposisi Irak agar terkesan lebih dapat di-
percaya di hadapan komunitas internasional.
Kelompok tersebut kemudian dinamani /raqi
National Congress (INC). Posisi INC ini di-
harapkan akan berguna dalam menantang
kekuasaan Saddam Hussein di Irak. Selain
itu, pada Februari 2002 Rendon Group juga
mengatur suatu ruang informasi 24 jam, “In-
formation War Room”, dengan tujuan dapat
memonitor arus informasi global dan secara
langsung akan memberikan bantahan terkait
informasi yang menyimpang. White House
Iraq Information Group (WHIG) merupakan
bagian dari proyeknya yang dibentuk pada
Agustus 2002, yaitu suatu kelompok informasi
yang akan membahas

setiap minggu

mengenai siapa saja yang akan berpartisipasi
dalam penyebaran propaganda perang Irak
(Bloch, Fitzgerald, dan Todd, 2008: 43).

Pada 6 September 2002 pemerintahan
Bush mengadakan konferensi pers bersama
yang juga dihadiri perdana menteri Inggris,
Tony Blair. Konferensi pers tersebut membic-
arakan bukti baru terkait kepemilikan senjata
pemusnah massal Irak untuk disebar kepada
media, selain dugaan hubungannya dengan
kasus antraks. Bukti yang dimaksud merupa-
kan adanya informasi bahwa Irak berusaha
memperoleh tabung komposit aluminium da-
lam pembangunan pabrik gas sentrifugal yang
diperkirakan memiliki peranan nuklir dida-
lamnya. Diketahui Irak sempat melakukan
pembelian 3000 tabung presisi dari China pa-
da tahun 2000 yang diduga digunakan untuk
keperluan aktifitas konstruksi yang tengah
berjalan di Irak. Dicurigai aktifitas konstruksi
tersebut merupakan aktifitas pembangunan
pabrik nuklir. Transaksi berhasil terlacak oleh
WINPAC (Weapons Intelligence and Arms
Control Center) di bawah naungan CIA yang
mana sempat dihentikan di
Yordania pada Juli 2001.
yang
pemerintahan Bush kepada media-media na-

perbatasan
Informasi itulah
kemudian berusaha dipromosikan
sional dan internasional (Bloch, Fitzgerald,
dan Todd, 2008: 43).

WHIG bertanggung jawab dalam me-
nyusun dan mengatur strategi penyebaran
informasi tersebut yang mana pada 7 hingga
8 September 2002 berperan mengatur ke-
hadiran pejabat-pejabat pemerintahan di me-
dia. Disisi lain, Donald Rumsfeld terlibat da-
lam perekrutan 75 orang pensiunan perwira
militer untuk turut memberikan poin-poin
pembicaraan terkait hal serupa ke hadapan

FOX News, CNN, dan MSNBC. Selain itu,



WHIG juga memegang peranan dalam me-
nyusun naskah pidato yang akan disampaikan
para pejabat pemerintah. Kebanyakan dari isi
naskah tidak didasarkan pada sumber, namun
tetap berhasil masuk ke dalam agenda pem-
beritaan media-media (Guma, 20/1/2020).
Pada 8 September 2002, Powell tampil
pada acara talkshow yang diadakan FOX
News guna menyampaikan bahwa Saddam
terus berkeinginan memperoleh teknologi
yang akan digunakan dalam pengembangan
senjata nuklir, yang mana pada informasi
perolehan tabung komposit aluminium terse-
but telah menunjukkan kapabilitasnya dalam
mendapatkan senjata nuklir. Di hari yang sa-
ma, Condoleezza Rice juga tampil dalam pro-
gram berita CNN untuk menegaskan bahwa
informasi tersebut merupakan informasi yang
penting untuk dipublikasikan agar serangan
nuklir dapat dicegah (Bloch, Fitzgerald, dan
Todd, 2008: 43). Bertepatan dengan itu, hal
yang sama pun disampaikan Cheney saat
hadir dalam tayangan wawancara MSNBC,
Meet the Press (Graham Jr., 2012:122).
Dalam pidato yang dilakukan pada 7 Ok-
tober 2002 di Cincinnati, Ohio, Bush memberi
pernyataan serupa terkait keinginan Irak da-
lam aluminium

memperoleh tabung

berkekuatan tinggi yang digunakan untuk
memperkaya uranium dalam pengembangan
senjata nuklir. Pada 28 Januari 2003, dalam
pidato State of the Union, Bush memberi
keyakinan kepada publik bahwa informasi
yang didapat bukan sekadar dugaan semata
karena tiga orang pembelot Irak dikatakan
telah memberi tahu adanya kepemilikan be-
berapa labolatorium senjata nuklir (Graham
Jr., 2012:122).
Pembelot-pembelot

tersebut disiapkan

oleh firma humas kedua yang diketahui dikon-

trak Pentagon, Benador Associate. Melalui
INC untuk memberikan kesaksian terkait si-
tus-situs senjata yang dimiliki Saddam Hus-
Khidir
seorang mantan teknisi nuklir Irak dihadirkan
oleh CNN pada 31 Juli 2002. Bersama
dengan mantan inspektur senjata PBB, Rich-

sein ke hadapan media. Hamza,

ard Butler, Hamza menuturkan bahwa Irak
memiliki lebih dari sepuluh ton uranium dan
satu ton uranium yang telah diperkaya. Urani-
um-uranium tersebut akan mampu membuat
Irak memiliki tiga senjata nuklir dalam waktu
tiga tahun (CNN, 1/8/2002).

Pada 11 Desember 2002 salah satu pem-
belot Irak, Mohammed Tuma, seorang man-
Partai Republik Saddam,
dihadirkan dalam tayangan FOX News. Da-

tan Pengawal

lam kehadirannya, ia memberi kesaksian se-
jarah penggunaan senjata kimia terutama ter-
hadap orang-orang Kurdi pada tahun 1988.
Kesaksiannya tersebut pun dijadikan alasan
baginya untuk  mendukung kebijakan
pemerintah Amerika Serikat dalam menye-
lenggarakan perang terhadap Irak (FOX,
13/12/2002). Sementara itu, Hussein Kamel,
pejabat tinggi Irak yang membelot pada Sad-
dam Hussein memberi pengakuan dalam
acara Newsweek yang ditayangkan MSNBC
pada 3 Maret 2003 bahwa pasca Perang Te-
luk Irak telah menghancurkan seluruh stok
senjata kimia dan biologisnya, namun masih
mempertahankan desain dan detail tekniknya.
Hal itu pun membantu menguatkan keyakinan
bahwa Irak masih memiliki kapabilitas dalam
memperoleh dan menggunakan senjata
pemusnah massal (Barry, 3/3/2003).

Dalam pidato State of the Union -nya ter-
sebut, Bush juga memperkenalkan dokumen,
“Apparatus of lies: Saddam’s disinformation

and propaganda 1990-2003" yang disusun



OGC atau Office of Global Communication
yang dibentuk pada 22 Agustus 2002 untuk
mengatur strategi komunikasi luar negeri,
dengan tujuan dapat menghalau kesalahpa-
haman terhadap Amerika Serikat, koalisi-
koalisinya, dan niatan Barat terhadap Irak.
Dokumen tersebut disusun untuk ditujukan
kepada pemerintah di berbagai negara, me-
dia-media massa, dan masyarakat global agar
mempertimbangkan kembali penilaiannya ter-
hadap rezim Saddam Hussein, sikap, dan
citranya dalam  catatan
kebohongan yang dimiliki (Botes, 2007:69).

Upaya dalam memanajemen media ini

kebohongan-

pun berhasil membuat konten Dberita
pemerintah Amerika Serikat dapat mendomi-
nasi wacana lain. Berdasarkan studi yang dil-
akukan badan pengawas liputan media, FAIR
(Fairness and Accuracy in Reporting), di awal
tahun 2003 sebanyak 64% liputan yang dis-
iarkan di Amerika Serikat oleh lima portal beri-
ta kabel arus utama, ABC, CBS, CNN, FOX,
NBC dan PBS, didasarkan pada sumber-
sumber yang

perang. Sedangkan,

mendukung
71%
tamu yang dihadirkan merupakan tokoh-tokoh

pelaksanaan

bintang-bintang

yang juga mendukung perang (DiMaggio,
2015:83). Akan tetapi, keberhasilan membuat
informasi yang disajikan pemerintah menjadi
tema pemberitaan di media massa tidak serta
merta disebabkan karena keberhasilan
menarik perhatian editor untuk menerimanya,
tetapi juga didorong atas upaya manajemen
informasi yang dilakukan. Seperti dorongan
sensor, baik secara langsung maupun tidak
langsung.

Namun, hal itu tidak dapat berlaku bagi
CNN dengan siaran internationalnya. CNN
internasional berkomitmen untuk menampil-

kan pemberitaan dari segala sisi untuk men-

jamin informasi yang disampaikan bebas dari
bias politik. Di masa perang, utamanya pada
masa perang Afghanistan dan Irak, CNN in-
tidak

dengan nuansa patriotik seperti yang dil-

ternasional mendasari  liputannya
akukan CNN demi menjaga kredibilitas di ma-
ta dunia (Maddox, 4/4/2003). Sehingga dapat
dikatakan bahwa strategi komunikasi yang
dilakukan pemerintah Amerika Serikat melalui
media massanya memang efektif dilakukan,
namun semata-mata untuk membentuk opini
masyarakat Amerika Serikat dan kurang efek-
tif dilakukan untuk mengatur peredaran infor-
masi kepada masyarakat asing melalui CNN
sebagai satu-satunya portal berita dengan
transmisi internasional kala itu karena kepent-
ingan untuk menampilkan diri sebagai media

berita terpercaya.

5. KESIMPULAN

Pasca serangan 9/11, pemerintah Ameri-
ka Serikat berupaya memperoleh opini publik
melalui strategi komunikasi politik yang
disusunnya dengan memanfaatkan media
FOX, CNN,

MSNBC, untuk memanipulasi pemikiran audi-

arus utamanya, vyaitu dan
ens internasional. Manipulasi agenda berita
tersebut dilakukan dengan melakukan upaya
manajemen informasi dan manajemen media
yang dibantu humas Rendon Group dan Be-
nador Associate. Manajemen informasi dil-
akukan dengan dorongan sensor terhadap
informasi tertentu untuk membatasi informasi
yang hadir di
masyarakat. Sedangkan, manajemen media

alternatif tengah-tengah
dilakukan dengan membentuk badan-badan
informasi khusus untuk memberi suplai infor-
masi kepada media massa agar dapat ber-
kontribusi dalam mengatur tema pemberitaan.



Namun, dorongan untuk tetap bersikap netral

demi menjaga kredibilitas di mata dunia
membuat CNN dengan transmisi internasion-
alnya tidak mampu menuruti keinginan
pemerintah Amerika Serikat tersebut. Aki-
batnya, strategi komunikasi tersebut hanya

efektif menargetkan masyarakatnya semata.
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